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ABSTRAK 
 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG 

DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR  

(STUDI DI POLRESTA MATARAM)” 

 

SATRIA YUDHA  

PEMBIMBING: ANIS PRIMADEWI DAN FAHRURROZI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak 

pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dan untuk menganalisis kendala-kendala 

dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak 

di wilayah hukum polresta mataram. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) 

bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh 

anak di bawah umur diwilayah hukum polresta mataram, 2) apa sajakah kendala-

kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan 

oleh anak dibawah umur di wilayah hukum polresta mataram. Jenis penelitian ini 

menggunakan jenis hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, pendekatan 

kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data primer dan jenis 

data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi 

kepustakaan dan data lapangan. Teknik alat pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Berdasarkan hasil 

penelitian ini: proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh 

anak diporesta mataram prosesnya hampir sama dengan proses tindak pidana yang 

dilakukan oleh orang dewasa, hanya saja pada saat pemeriksaan anak di dampingi 3 

(tiga) pilar. Pertama dari BAPAS selaku penelitian kemasyarakatannya, kedua dari 

LPA Provinsi atau Kota untuk hak pendampingan hukumnya dan, ketiga  dari Sosial. 

Kemudian hasil pemeriksaan anak di kirim ke BAPAS. kendala eksternal dalam 

penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di 

Polresta mataram yakni: pertama Anak malu/takut untuk memberikan keterangan, 

kedua yaitu dari psikis anak, Ketiga Terlambatnya pihak korban melaporkan kejadian, 

Keempat Sumber daya Manusia. Sedangkang kendala internalnya yaitu pertama 

Kurangnya personil dan Faktor SDM yang kurang perhatian dari pemerintah. 

 

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencabulan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Anak adalah salah satu aset yang sangat besar sebagai potensi 

sumber daya manusia yang tidak ternilai harganya, menjadi generasi belia 

yang akan melanjutkan usaha dan pembangunan bangsa serta negara, baik 

secara skala regional bahkan internasional. Anak sangat membutuhkan 

pelatihan dan perlindungan dalam rangka mengklaim pertumbuhan serta 

perkembangan fisik, mental maupun sosial secara utuh sepadan dan 

seimbang, yang bertujuan untuk melaksanakan pelatihan dan 

mengedepankan perlindungan terhadap anak, oleh karena itu diperlukan 

pengayoman, yang berhubungan dengan kelembagaan maupun perangkat 

aturan hukum yang lebih mantap dan mencukupi, oleh sebab itu ketentuan 

yang berkaitan dengan penyelenggaran pengadilan bagi anak perlu 

dilakukan secara spesifik. Hak-hak yang dipunyai seorang anak harus 

dilindungi oleh lingkungan disekitarnya. Arif Gosita meyakini bahwa 

perlindungan anak (Child Protection) adalah upaya untuk melindungi anak 

agar menjalankan hak dan kewajibanya.1  

Anak adalah subjek hukum sebagai generasi penerus bangsa, yang 

mana anak mempunyai keterbatasan dalam memahami serta melindungi 

                                                           
1 Arif Gosita, “Masalah Perlindungan Anak”, Akademika Persindo, Jakarta, 1989, hlm. 

51    
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dirinya dari berbagai pengaruh sistem yang ada pada sekarang ini. Didalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah 

memberikan penjelasan yang berkaiatan tentang usia anak, yang mana anak 

adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun dan yang masih 

didalam kandungan.2 Begitu pula telah dijelaskan di dalam Undang-undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 yang mendefinisikan 

bahwasanya Anak Ialah Seseorang Yang Umurnya Belum Mencapai  

18 Tahun Tetapi Sudah Mencapai Umur 12 Tahun Dan Disangka Sudah 

Melakukan Perbuatan Tindak Pidana.3 

Anak-anak adalah masa depan bangsa bagi setiap negara, dan 

sebagai anggota generasi muda, mereka memiliki tanggung jawab yang 

besar dalam hal ini. Anak-anak di Indonesia adalah pewaris prinsip 

perjuangan negara. Pentingnya anak telah diakui oleh semua orang di 

dunia, yang mengarah pada penciptaan konvensi yang berfokus pada status 

anak sebagai manusia yang perlu dilindungi semua haknya.4 

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (children in 

conflict with the law), mempunyai arti sebagai subjek hukum yang belum 

berumur 18 tahun, seorang anak yang kerap berhadapan dengan hukum 

disebabakan anak yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan 

                                                           
2 Nursariani Simatupang, “Hukum Perlindungan Anak”, Medan: Pustaka Prima, 2018, 

hlm 4 
3 Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, meyatakan dalam Pasal 1 angka 2: anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang 

berkonflik dengan hukum 
4 Ruben Achmad, “Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan 

Hukum di Kota Palembang”, dalam jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005, 

hlm. 24 
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tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) memberikan 

penjelasan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupahkan anak 

yang sudah mencapai umur 12 tahun namun belum mencapai umur 18 tahun 

yaitu: Pertama, yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana sebab 

melakukan perbuatan tindak pidana. Kedua, yang sebagai korban tindak 

pidana maupun yang melihat atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak 

pidana.5 

Anak yang melakukan perbuatan tindak pidana, kerap dikatakan 

dengan anak yang berhadapan dengan hukum atau dikatakan sebagai anak 

nakal. Anak nakal merupahkan seseorang anak yang jika melakukan 

perbuatan tindak pidana akan diberikan perlakuan berbeda dari cara yang 

diberlakukan bagi pelaku kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh 

orang dewasa.6  

Setiap pendapat memberikan batasan yang berkaitan dengan 

kenakalan anak atau yang sering dikatakan sebagai Juvenile Deliquncy 

yaitu suatu gejala sakit secara sosial yang dilakukan sang anak yang 

diakibatkan karena suatu bentuk ketidak pedulian sosial dalam lingkungan 

keluarga, yang menyebabkan mereka mengembangkan bentuk perilaku 

yang menyimpang yang timbul dari nilai dan kebiasaan yang ada pada 

masyarakat. Kenakalan yang dilakukan anak merupahkan perbuatan yang 

                                                           

5 A. Hasyim Nawawie. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana 

Pencabulan” dalam jurnal ahkam, Nomor 2, November Tahun 2019, hlm 296.    
6 Maria Silvya E. Wangga, “Hukum Acara Pengadilan Anak”, Jakarta: Trisakti, 2016, 

hlm. 62. 
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tidak seharusnya dilakukan oleh anak dibawah umur karena mengacu 

pada tindakan kriminal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di 

masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yang 

dilakuan oleh anak dibawah umur.7 

Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan hukum yang 

menjunjung tinggi dan mengutamakan hak warga negaranya yaitu hak asasi 

manusia yang dimiliki setiap manusia yang saling berkaitan antara satu 

dengan yang lainnya. Arti dari hukum itu sendiri dapat didefinisikan sebagai 

sebuah wadah yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia. Permasalahan kualitas dari 

penegak hukum serta kebijakan yang berkaitan dengan penangulangan 

kejahatan masih menjadi permasalahan yang memperoleh sorotan tajam 

hingga saat ini, penegakan hukum pada dasarnya merupakan kewajiban 

dari anggota masyarakat, namun dalam proses penegakannya lebih 

menekankan berkerjanya dari aparat penegak hukum, mulai dari awal 

dilakukannya penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan sampai 

proses pemeriksaan dipersidangan.8 

Penegakan hukum pidana apabila diamati dari suatu proses kebijakan 

dapat dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu: Pertama tahap 

formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto yang dilakukan oleh 

                                                           
7 Tiara Farita Sari Nadeak, Fenomena “Anak Nakal” Di Rungkut-Surabaya. Dalam  

Jurnal Paradigma. Nomor 02 Tahun 2014,  hlm 13, di akses  dari 

https://core.ac.uk/download/pdf/230700248.pdf 
8 M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP 

Penyidikan dan Penuntutan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 103 

https://core.ac.uk/download/pdf/230700248.pdf
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badan pembuat Undang-Undang. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap 

penerapan hukum pidana yang dilaksanakan oleh aparat-aparat penegak 

hukum yang diawali dari kepolisian sampai dengan ke pengadilan. Ketiga, 

yaitu eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit yang 

dilaksanakan oleh aparat-aparat penegak hukum pidana.9 

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai reaksi dari suatu 

perbuatan yang melawan hukum, penegakan hukum dilakukan sejak awal 

dari pembentukan Undang- Undang, yang mana aparat penegak hukum 

memberikan aksi serta reaksi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

dari hukum.10 Sistem penegakan hukum yang dikenakan pada anak 

dibawah umur tentunya berbeda dengan sistem penegakan yang dikenakan 

pada orang dewasa dimana pengetahuan yang berkaitan dengan proses 

penegakan penanganan perkara anak masih sebagian orang yang belum 

mengerti atau belum terlalu paham mengenai prosesnya yang terkadang 

menimbulkan berbagai penilaian yang beraneka macam terlebih apabila 

penilaian tersebut bersifat negative.  

Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian 

perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari awal tahap penyidikan 

sampai tahap pembimbingan setelah melaksanakan proses pidana yang 

berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik 

untuk anak, penghargaan terhadap anak untuk hidup bagi anak serta tumbuh 

                                                           
9 Sudarsono, “Kamus Hukum”, jakarta: PT Rineka Citra, 2012, hlm. 64 
10 Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, “Urgensi Perlindungan Korban 

Kejahatan”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.17 
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kembang anak, proprosional, perampasaan kemerdekaan dan pengenaan 

pidana sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.11 Untuk anak 

yang masih dibawah umur 12 tahun yang telah melakukan kejahatan atau 

diduga melakukan perbuatan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing 

kemasyarakatan harus bisa mengambil keputusan untuk menyerahkan 

kepada orang tua atau wali atau mengikut sertakannya dalam program 

pendidikan dan bimbingan di instansi pemerintah kesejahteraan sosial 

yang bertanggung jawab menangani di bidang kesejahteraan sosial. 

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, Pasal 67 Perpres Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Diversi Anak Belum 

Berumur 12 Tahun.12 

Tentang perlindungan hukum terhadap anak, khususnya yang 

bermasalah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, yang kemudian dibuat mengenai 

ketentuan khusus mengenai diversi dan restorative justice dalam 

penyelesaian kasus anak, hal ini tentu saja membuat hak-hak anak yang 

bermasalah dengan hukum lebih mendapatkan perlindungan dan terjamin, 

selain itu konsekuensi yang dapat diberlakukan terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana adalah dapat dipelihara oleh negara atau di 

(rehabilitasi), dikembalikan pada orang tua dan tetap dapat dikenai hukuman 

                                                           
11 Setya Wahyudi, “Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan 

Pidana Anak di Indonesia” Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 2 
12 Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, meyatakan dalam Pasal 71 angka 1 dan 2: tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi 

anak 



7 
 

 

pidana dengan persyaratan yang ketat. Di dalam Pasal 64 ayat 2 huruf a dan 

d Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan 

mengenai perlakuan terhadap anak yang berkonflik hukum haruslah 

manusiawi, serta harus sesuai dengan harkat dan martabat anak, serta 

memberikan sanksi yang terbaik demi kepentingan terbaik bagi anak.13  

Tindak pidana pencabulan adalah perbuatan kejahatan yang melawan 

hukum dan bertentangan dengan kesopanan dan kesusilaan seseorang yang 

semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, yang dapat berupa 

tindakan yang dilakukan seseorang laki-laki meraba kelamin perempuan.14  

Dapat di lihat di media masa maupun di media cetak mengenai 

berita-berita tentang tindak pidana pencabulan yang marak terjadi di 

lingkungan masyarakat, yang mana anak terlibat dalam tindak pidana 

kesusilaan terutama kejahatan pencabulan, baik anak sebagai korban ataupun 

bahkan anak sebagai pelaku dari kejahatan seksual. Kompleksitas tindak 

kriminal yang marak terjadi tersebut salah satunya dilatarbelakangi karena 

adanya perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma yang ada 

di tengah masyarakat.  

Berdasarkan data di Indonesia Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI) kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), menjadi kasus 

yang paling sering dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI) hampir setiap tahun nya tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

                                                           
13 Bambang Purnomo, dkk. Op.Cit., hlm. 48 

14 Leden Marpaung, “Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny”, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 64 
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Selalu meningkat pada kasus-kasus tertentu, kasus anak yang berhadapan 

dengan hukum, menjadi kasus yang paling sering dilaporkan ke Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak tahun 2012 tahun 2019, jumlah 

kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang di laporkan ke Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai angka 11.492 kasus yang 

mana angka tersebut jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan laporan 

terkait kasus anak yang terjerat masalah Kesehatan dan Napza yang hanya 

mencapai angka 2.820 kasus, Serografi dan Kriminal serta Trafficking dan 

Eksploitasi yang mencapai angka 2.156 kasus. Dapat dilihat bahwasanya 

terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang mana anak 

menjadi pelaku kekerasan seksual cenderung lebih melonjak tajam pada 

tahun 2011, pelaku kejahatan seksual anak terdapat pada angka 123 kasus, 

yang mana angka tersebut naik menjadi 561 kasus ada tahun 2014, dan 

kemudian turun menjadi 157 kasus di tahun 2016, dan pada bulan januari 

sampai bulan mei 2019, terkait angka kasus anak yang berhadapan dengan 

hukum sebagai pelaku kekerasan seksual mencapai 102 kasus, dan pada 

tahun 2018 dimana anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku 

kekerasan fisik dan psikis mencapai angka 140 kasus.15 

Belakangan ini banyak anak dibawah umur yang terlibat dalam 

tindak pidana dan kejahatan seksual lainnya, dan mereka menjadi korban 

sekaligus pelaku kejahatan seksual. Salah satu penyebab terjadinya 

                                                           
15 Novelly Siregar,”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak 

Pidana Hukum Melalui Restorative Justice”,diakses dari 

https://ipkemindosumsel.com/2021/04/30/perlindungan-hukum-terhadap-anak-yang-melakukan-

tindak-pidana-hukum-melalui-restorative-justice/ 

https://ipkemindosumsel.com/2021/04/30/perlindungan-hukum-terhadap-anak-yang-melakukan-
https://ipkemindosumsel.com/2021/04/30/perlindungan-hukum-terhadap-anak-yang-melakukan-
https://ipkemindosumsel.com/2021/04/30/perlindungan-hukum-terhadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana-hukum-melalui-restorative-justice/
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kejahatan anak adalah kurangnya kasih sayang orang tua, seperti kurangnya 

pengawasan terhadap lingkungan bermain anak. Kasih sayang orang tua 

adalah suatu kebutuhan psikologis yang sangat mendasar bagi kehidupan si 

anak, dan itu sebenarnya tergantung pada hati nurani orang tua anak.16  

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum disebabkan karena anak 

menjadi korban dari apa yang dilihat dan apa yang didengar serta disebabkan 

karena pengaruh lingkungan yang ada disekitar mereka. Berdasarkan hasil uji 

Statistik yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 

tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menjadi penghuni Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) lapas anak yang ada di indonesia, 

disebabkan oleh beberapa faktor pendorong di antaranya yaitu: Kasus 

pencurian karena pengaruh pergaulan dan kemiskinan, kasus penganiayaan 

yang disebabkan karena pengaruh pergaulan, kasus asusila yang di 

sebabkan karena pornografi, kasus narkoba yang disebabkan karena 

lingkungan disekitar anak dan kemiskinan, kasus kepemilikan senjata tajam 

dan kasus persetubuhan dan pencabulan yang disebabkan karena media 

sosial dan pergaulan.  

Setiap tahun, Polresta mataram menangani puluhan kasus anak yang 

menjadi korban ataupun pelaku kekerasan seksual di wilayah lombok barat. 

Selama tiga tahun terakhir, hingga november 2022, Polresta mataram 

mencatat kekerasan seksual pada anak ataupun oleh anak tercatat 67 kasus.  

Tahun 2020 tercatat 23 kasus, di tahun 2021 tercatat sebanyak 29 kasus dan 

ditahun 2022 tercatat sebayak 15 kasus. Jika dirincikan kasus yang terjadi di 
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2020 tercatat 19 kasus, naik di 2021, namum kembali turun diTahun 2022 

menjadi 15 kasus kekerasan seksual anak ataupun oleh anak. Data yang 

terkumpul tersebut berdasarkan data laporan yang ada di lingkup Polresta 

Mataram.  

Khusus tentang catatan dimana anak menjadi pelaku kekerasan 

seksual telah tercatat selama tahun 2020 tercatat sebanyak 4 kasus, pada 

tahun 2021 tercatat sebanyak 5 kasus dan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 

2 kasus. 

Khusus tentang catatan dimana anak menjadi pelaku kekerasan 

seksual telah tercatat selama tahun 2018 terdapat sebanyak 33 kasus, 2019 

sebanyak 30 kasus, 2020 sebanyak 29 kasus, dan tahun 2021 hingga Mei 

sebanyak 12 kasus. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas 

permasalahan tersebut kedalam sebuah karya tulis yang berbentuk Skripsi 

yang berjudul:  

“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang 

Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Di Polres Mataram)”  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelasakan diatas maka 

dalam Rumusan Masalah yang ingin dibahas oleh penulis adalah:  

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan 

yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Polresta 

Mataram?  
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2. Apa Sajakah kendala-kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap 

Tindak Pidana Pencabulan yng dilakukan oleh anak dibawah umur di 

Wilayah Hukum Polresta Mataram?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Pencabulan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polresta 

Mataram  

b. Untuk Menganalisis kendala-kendala dalam Penegakan Hukum 

Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak di 

Wilayah Hukum Polresta Mataram. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

bahan referensi terhadap mahasiswa fakultas hukum, praktisi hukum, 

aparat penegak hukum serta masyarakat terutama sebagai upaya 

yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman jauh lebih 

mendalam tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan anak dibawah umur.  

b. Manfaat Teoritis  

Dimana penulis berharap agar penelitian yang dilakukan oleh 

penulis dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna bagi 

penulis terkait pengetahuan dan wawasan penulis nantinya, yang 
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lebih tepatnya agar penelitian yang dilakukan penulis dapat 

bermanfaat bagi pihak dalam kasus yang diteliti ini yang 

mempunyai tujuan agar mampu memperluas pengetahuan pada 

proses penyelesaian suatu kasus khusunya kasus mengenai 

penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana 

pencabulan di Wilayah Hukum Polres Mataram.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penegakan Hukum  

a. Pengertian Penegakan Hukum 

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum 

dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk 

menyelerasikan atau menyeleraskan nilai-nilai serta hubungan antar nilai 

dengan mendeskripsikan asas- asas dan prinsip serta sikap yang kokoh 

melalui bebrapa serangkaian definisi nilai akhir yang ditujukan pada 

penciptaan, pemeliharaan dan perdamaian sosial.16 

Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 

mengatur tentang anak yang berubah menjadi pelaku kekerasan tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

yang mencerminkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana 

seksual. melawan anak di bawah umur. 

Anak itu, secara teori, tidak sepenuhnya memahami apa yang 

telah dilakukannya. Sedangkan perubahan pertama terhadap rumusan 

pasal 15 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terjadi 

dengan pencantuman tindak pidana seksual sebagai komponen yang 

harus dilindungi terhadap anak di bawah umur dalam UU No. 35 Tahun 

                                                           
16 Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia Persada, 1983, hlm 5 
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2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Selain itu, isu elemen pemberat dan penambahan 

profesional pendidikan kekerasan seksual adalah yang menurut saya 

paling menarik. Untuk memberikan efek jera, hukumannya ditambah 

sepertiga. 

Namun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai, 

mengingat maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah 

umur akhir-akhir ini, kejahatan seksual di Indonesia sudah berada pada 

tahap kritis. 2.637 insiden kekerasan terhadap anak di bawah umur terjadi 

pada tahun 2012, dengan 1.700 di antaranya bersifat seksual. pelecehan 

seksual adalah. 

B. Tindak Pidana 

a. Pengertian Tindak Pidana 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), istilah 

"kejahatan" didefinisikan sebagai "strafbaarfeit", dan dalam putusan 

hukum pidana sering digunakan sebagai pengganti "pelanggaran", 

sementara pembuat undang-undang menyusun undang-undang dengan 

istilah "perbuatan pidana", "kejahatan". ," atau "kejahatan." 

Tindak pidana adalah suatu ungkapan yang diciptakan dengan 

kesadaran untuk memberikan ciri-ciri tertentu pada kejadian-kejadian 

hukum pidana, mengandung pengertian yang mendasar tentang ilmu 

hukum. Tindak pidana harus diberi makna yang bersifat ilmiah dan 

terdefinisi dengan jelas agar dapat membedakannya dengan istilah-istilah 
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yang digunakan dalam masyarakat biasa, karena tindak pidana memiliki 

makna yang abstrak dari kejadian-kejadian konkrit dalam bidang hukum 

pidana. 

b. Unsur tindak pidana menurut para ahli:  

1. Menurut Simons, perbuatan manusia merupakan komponen 

kejahatan (strafbaar feit) (positif atau negatif, berbuat atau tidak 

berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana, melawan hukum 

(statbaar gesteld) (onrechtmatig) kekhilafan (met schuld in verband 

staand) oleh orang yang berwenang memikul tanggung jawab 

(toerekeningsvatoaar person). Simons juga mencatat bahwa 

kejahatan memiliki komponen objektif dan subjektif (strafbaar feit). 

2. Lamintang, yang merangkum unsur-unsur pokok tindak pidana ke 

dalam tiga sifat. melanggar hukum, baik sengaja maupun tidak 

sengaja, aan schuldte wijten, dan strafbaar (dapat dipidana). 

Lima formulasi disediakan oleh Duet Cristhine-Cansil. Tindak 

pidana juga harus bersifat schuld, toerekeningsvatbaar (dilakukan 

oleh orang yang mampu mempertanggungjawabkan), stratafbaar 

gesteld (terancam dengan kejahatan), dan handeling (perbuatan 

manusia) (terjadi karena kesalahan). 

3. Menurut Moeljatno, unsur perbuatan pidana adalah perbuatan 

(manusia) yang melanggar syarat formil yang digariskan dalam 

undang-undang (syarat materil). Menurut Moeljatno, unsur-unsur 

suatu tindak pidana meliputi tingkah laku dan akibat dari keadaan 
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atau keadaan tertentu yang melingkupi perbuatan itu, yang 

selanjutnya dipecah menjadi faktor subyektif atau pribadi.17 

c. Jenis – Jenis Tindak Pidana 

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar – dasar tertentu, yakni 

sebagai beriku: 

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang yang 

dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku 

III. 

Pelanggaran ringan berbeda dari kejahatan karena yang 

pertama adalah pelanggaran dengan konsekuensi yang tidak terlalu 

serius. Hukuman pidana untuk pelanggaran yang tidak diancam 

dengan pidana penjara melainkan dengan kurungan dan denda, 

meskipun kejahatan lebih sering dihukum dengan pidana penjara, 

menunjukkan hal ini. 

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 

formil dan tinak pidana materil. 

Kejahatan formal adalah kejahatan yang didefinisikan dengan 

cara yang memperjelas bahwa tujuan utama di balik larangan yang 

ditentukan adalah untuk melakukan tindakan tertentu. Pengertian 

kejahatan formil semata-mata didasarkan pada perbuatannya dan 

tidak memerlukan atau menuntut berkembangnya akibat tertentu 

dari perbuatan itu sebagai syarat untuk melakukan kejahatan itu. 

                                                           
17 Ibid. Hlm 30 
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c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 

sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak sengaja (culpa). 

Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau ada unsur 

kesengajaan disebut dengan tindak pidana kesengajaan. Tindakan 

yang tidak disengaja, bagaimanapun, adalah kejahatan yang 

memasukkan culpa dalam penciptaannya. 

d. Kejahatan positif/negatif disebut juga kejahatan penghilangan, dan 

kejahatan aktif/positif disebut juga kejahatan komisi, dapat 

dipisahkan berdasarkan jenis kegiatannya. 

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang mengharuskan 

pelakunya menggerakkan anggota tubuhnya untuk 

menyelesaikannya. Orang melanggar hukum dengan bertindak 

secara aktif; Perbuatan aktif ini tercermin dalam tindak pidana 

yang dibentuk secara formal maupun materiil. 

Kejahatan pasif murni dan kejahatan pasif tidak murni adalah 

dua jenis kejahatan pasif. Tindak pidana yang diformalkan atau 

yang komponen utamanya berupa perbuatan pasif disebut sebagai 

kejahatan pasif total. Sementara itu, kejahatan pasif—yang bukan 

hanya kejahatan yang pada hakekatnya merupakan kejahatan 

positif—dilakukan dengan cara tidak aktif atau melakukan 

kejahatan yang berakibat melawan hukum. 
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e. Berdasarkan lama terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

yang berlangsung seketika dan yang berlangsung dalam jangka 

waktu yang lama atau terus-menerus. 

Aflopende delicten adalah kejahatan yang direncanakan 

sehingga dapat terwujud atau terjadi dalam sekejap atau dalam 

waktu singkat. Sebaliknya, kejahatan tertentu dirancang 

sedemikian rupa sehingga terjadi dalam jangka waktu yang lama; 

jenis kejahatan ini dikenal sebagai voordurende delicten dan terjadi 

setelah perbuatan dilakukan.  

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

umum dan tindak pidana khusus.  

Semua tindak pidana yang termasuk dalam Konsolidasi KUHP 

merupakan tindak pidana umum. Istilah delik dalam KUHP dan 

delik di luar KUHP dalam hal ini, serta mata kuliah lain pada 

umumnya, mendekriminalisasi pembedaan ini. 

g. Dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara kejahatan komunia 

(kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan kejahatan 

propria (kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang 

dengan kualitas tertentu). 

Secara umum, ini adalah maksud ketika tindak pidana 

diciptakan dan dikembangkan. Namun, beberapa kesalahan hanya 

dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki sifat tertentu. 
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h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 

maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana 

aduan. 

Tindak pidana biasa yang dimaksud ini adalah tindak pidana 

yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak 

disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu 

tindak aduan adalah tindak pidana yang dilakukan penuntutan 

pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduuan oleh yang 

berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam 

perkara perdata. 

i. Jenis kejahatan utama, kejahatan yang lebih serius, dan kejahatan 

yang dikurangi dapat dibedakan berdasarkan beratnya hukuman 

yang diancam. 

Tindak pidana dalam bentuk dasarnya adalah bentuk yang 

lengkap, artinya semua bagian penyusunnya disebutkan dalam 

rumusan, berbeda dengan bentuk yang diperberat dan/atau 

diperkecil, yang hanya menyebutkan syarat-syarat bentuk dasarnya 

atau bagian penyusunnya saja. 

j. Bergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi, tidak ada 

batasan jenis perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan. Hal 

itu misalnya dapat disebutkan dalam Buku II KUHP berdasarkan 

kepentingan hukum yang dilindungi tersebut.  
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k. Tindak pidana tunggal dan rentetan tindak pidana dibedakan dari 

berapa kali suatu perbuatan dilarang. 

Sebagian besar kejahatan dalam KUHP adalah kejahatan 

tunggal, yang didefinisikan sebagai kejahatan yang ditulis dengan 

cara yang cukup untuk melihat penyelesaian kejahatan dan 

pelakunya dapat dihukum satu kali. Tindak pidana berantai, 

sebaliknya, adalah kejahatan yang dirancang sedemikian rupa 

sehingga harus dilakukan secara berulang-ulang agar dapat 

diselesaikan dan dipidana oleh pelakunya.18 

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual 

a. Pengertian Kekerasan Seksual 

Khusus untuk perempuan, kekerasan seksual menjadi perhatian 

yang signifikan di semua peta kekerasan terhadap perempuan. seperti 

ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan 

perempuan. Mereka yang memiliki kekuasaan atas korban, seperti 

kekuatan ekonomi, penerimaan masyarakat, dan sumber daya seperti 

informasi, meningkatkan ketimpangan. Salah satu jenis kekerasan paling 

nyata yang membuat sebagian orang percaya Indonesia sudah berada 

dalam situasi yang sangat mendesak adalah kekerasan seksual. 

Ketika seorang remaja terlibat dalam aktivitas seksual dengan 

orang dewasa atau anak lain yang lebih tua dari mereka sementara di 

bawah batasan usia yang ditetapkan oleh undang-undang negara bagian, 

                                                           
18 Fitri Wahyuni, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia”, PT Nusantara Persada 

Utama, Tangerang, 2017, Hlm. 55-59. 
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itu dianggap sebagai kekerasan seksual (UNICEF tt). Menurut 

pembatasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak 

didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang belum lahir (UU Perlindungan Anak 

No. 23 Tahun 2002). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

mendefinisikan kekerasan seksual sebagai keterlibatan anak-anak dalam 

aktivitas seksual dengan orang dewasa atau dengan anak kecil lainnya 

(anak-anak yang memiliki kekuasaan atas korban), aktivitas yang ilegal 

atau tidak dapat diterima secara sosial dan yang tidak sepenuhnya 

dipahami oleh anak-anak. dan tidak dapat menyetujui. Anak-anak dapat 

mengalami pelecehan seksual dengan cara berikut:  

a) perlakuan yang tidak senonoh dari orang lain,  

b) kegiatan yang menjurus pada pornografi,  

c) perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual anak, 

d) perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan oleh 

orang lain dengan tanpa tanggung jawab,  

e) tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan 

seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkannya anak pada kegiatan 

prostitusi. (UNICEF tt.) 

Menurut ECPAT (End Child Prostitution Institution Asia 

Tourism), kekerasan seksual terhadap anak secara umum mengacu pada 

hubungan atau interaksi antara anak dan orang dewasa, seperti orang tua, 

saudara kandung, atau orang asing, di mana anak dijadikan sebagai objek 
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pemuas. untuk kebutuhan seksual pelaku. 

Menurut Richard J.G. (Hurairah, 2012), kekerasan terhadap anak 

merupakan tindakan terencana yang dapat melukai korban yang 

merupakan anak baik secara fisik maupun emosional. Kekerasan terhadap 

anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, 

psikologis, sosial, dan seksual. Setiap tindakan yang memaksa interaksi 

seksual dengan cara yang tidak diinginkan dan tidak wajar merupakan 

kekerasan seksual terhadap anak. 

Rupanya, Mayer (Menara: 2002). Kekerasan seperti perkosaan, 

pelecehan, oral klitoris, penis, dan stimulasi klitoris, dan pemerkosaan 

paksa. Sedangkan Lyness (Maslihah, 2006) kekerasan seksual terhadap 

anak meliputi menyentuh atau mencium organ seksual anak, aktivitas 

seksual atau perkosaan anak, melihat media/objek pornografi, 

memperlihatkan alat kelamin kepada anak, dan perilaku lainnya, 

termasuk juga perilaku lainnya. 

Kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi 2 kategori:  

a) Kekerasan dalam keluarga (inses) adalah pelecehan seksual yang 

dilakukan oleh mereka yang masih sedarah atau anggota keluarga 

inti, seperti kekasih atau orang tua pengganti. Yang pertama adalah 

pelecehan, yang memerlukan tindakan untuk dapat merangsang 

pelaku secara seksual. Incest dalam keluarga dan terkait dengan 

kekerasan terhadap anak. Jenis perkosaan kedua melibatkan 

tindakan oral dan seksual. Karena pemerkosaan paksa melibatkan 



23 
 

 

kontak seksual, yang terakhir adalah serangan seksual yang paling 

mematikan. 

b) Extrafamilial Abuse Pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang 

yang tidak berhubungan dengan korban. Pelaku dalam kelompok 

ini adalah orang-orang dewasa yang akrab dan dekat dengan anak-

anak muda, dan mereka menjalin ikatan dengan korban. 

Kata "kekerasan seksual" menggambarkan perilaku atau 

hubungan seksual yang menyimpang yang menyakiti korban dan 

mengganggu keharmonisan sosial. Trauma yang dialami oleh korban 

kekerasan seksual telah berkembang menjadi isu serius yang patut 

mendapat perhatian. (2011) Abdul Wahid dan Muhammad Irfan Salah 

satu bentuk kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun 

privat adalah kekerasan seksual. Perempuan dan anak-anak yang 

seringkali dipandang sebagai korban yang tidak berdaya, biasanya 

menjadi subjek pelaku kekerasan seksual dalam konteks hukum. 

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, 

mempermalukan, menyerang, dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh, 

hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang dilakukan 

secara paksa, bertentangan dengan kehendak orang tersebut, 

mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian fisik, psikis, atau 

penderitaan atau kesengsaraan seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya, 

dan/atau politik, dan dimotivasi oleh ketidaksetaraan relasi kuasa dan/atau 

relasi gender. 
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b. Jenis-Jenis kekerasan seksual 

    Jenis-jenis kekerasan seksual secara umum antara lain: 

1. Pemerkosaan 

Pemerkosaan adalah tindakan "seks" yang terjadi tanpa izin 

salah satu pihak. Pemerkosaan adalah kejahatan serius dan semacam 

kekerasan seksual. Pemerkosaan biasanya dilakukan bersamaan 

dengan banyak serangan terhadap korban, termasuk pelecehan verbal 

dan fisik, penahanan, tekanan psikologis, dan penyalahgunaan 

kekuasaan untuk mengambil keuntungan dari situasi pemaksaan. 

Kenyataannya, perkosaan masih membuat korban merasa 

bertanggung jawab hingga saat ini. Selain itu, hal itu dapat memberi 

kesan kepada orang tersebut bahwa apa yang terjadi padanya 

bukanlah pemerkosaan. 

2. Pelecehan Seksual 

Setiap perilaku atau perilaku seksual yang tidak diinginkan 

yang membuat seseorang merasa jengkel, takut, tersinggung, atau 

malu dikenal sebagai pelecehan seksual. 

Catcalling, flirting, mendorong atau menyentuh area pribadi 

tubuh, serta tindakan atau isyarat seksual lainnya yang membuat 

seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, terhina, atau bahkan 

membahayakan kesehatan dan keselamatannya, semuanya adalah 

contoh pelecehan seksual. 
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Kesehatan fisik dan mental korban dapat terkena dampak 

serius, yang dapat menurunkan kualitas hidup mereka sebagai akibat 

dari pelecehan seksual. Karena fakta bahwa pelecehan seksual dapat 

terjadi dalam berbagai bentuk dan terjadi kapan saja, di mana saja, 

beberapa dari kita mungkin pernah mendengar orang-orang 

mendiskusikan kejadian yang terjadi di tempat kerja, di kampus, atau 

di tempat lain. 

3. Penyiksaan Seksual 

Ini adalah aspek paling ekstrim dari kekerasan seksual. 

Selain penyebutan bekas luka dan lain-lain, hal ini juga berdampak 

buruk bagi kesehatan jiwa penduduk. Penyiksaan seksual, selain 

berpotensi mengganggu reproduksi organ, juga berpotensi 

mengganggu organ tubuh lainnya, berpotensi menimbulkan rasa sakit 

atau penderitaan yang berat. Tak hanya itu, aksi ini juga bisa 

dilakukan untuk melecehkan atau mempermalukan korbannya; Hal ini 

umumnya dilakukan agar para korbannya bisa tutup mulut dalam 

menghadapi kejadian yang menimpa mereka. 

Dari dokumentasinya, Komnas Perempuan mengidentifikasi 

15 (lima belas) jenis pelecehan seksual yang didefinisikan sesuai 

dengan fakta yang diamati maupun definisi yang diambil dari 

berbagai undang-undang pertinacity atau muncul dalam berbagai 

dokumen internasional, sebagai berikut : 
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a) Pemerkosaan adalah penyerangan yang melibatkan kontak 

seksual paksa dengan mulut, vagina, atau anus korban dengan 

menggunakan penis. menggunakan jari atau benda tambahan 

sebagai tambahan. Serangan mungkin melibatkan kekuatan fisik, 

ancaman verbal kekuatan fisik, penahanan, tekanan psikologis, 

penyalahgunaan kekuasaan, atau eksploitasi lingkungan yang 

koersif. 

b) Intimidasi seksual, yang mencakup ancaman atau percobaan 

pemerkosaan, adalah bentuk kekerasan seksual yang menargetkan 

seksualitas untuk meneror atau menyiksa korban perempuan. 

Melalui surat, SMS, email, dan sarana lainnya, intimidasi seksual 

dapat dikirimkan secara langsung maupun tidak langsung. 

Intimidasi seksual terkadang dapat berupa ancaman atau 

percobaan pemerkosaan. 

c) Pelecehan seksual, yaitu ketika seseorang menargetkan 

seksualitas atau organ seksual korban melalui kontak fisik atau 

non fisik. Ini termasuk menggunakan siulan, rayuan, komentar 

dengan nuansa seksual yang sugestif, menampilkan konten 

pornografi dan hasrat seksual, mendorong atau menyentuh bagian 

tubuh pribadi, dan membuat gerakan atau isyarat yang menjurus 

ke arah seksual yang menyebabkan ketidaknyamanan, 

pelanggaran, perasaan malu, atau bahkan membahayakan 

seseorang. kesehatan. dan keamanan. 
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d) Eksploitasi seksual, yang mengacu pada penyalahgunaan 

wewenang atau pelanggaran kepercayaan yang dilakukan untuk 

keuntungan moneter, sosial, politik, atau lainnya selain kepuasan 

seksual. 

e) Perbuatan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, 

memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman 

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 

penjeratan utang, atau pemberian pembayaran atau manfaat 

terhadap korban secara langsung atau terhadap orang lain yang 

menguasainya, untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual 

lainnya, dikenal dengan perdagangan perempuan untuk tujuan 

seksual. Perempuan dapat diperdagangkan baik di dalam maupun 

antar negara. 

f) Pelacuran paksa adalah ketika perempuan dipaksa menjadi 

pekerja seks melalui kebohongan, ancaman, atau kekerasan fisik. 

Hal ini dapat terjadi selama perekrutan atau membuat wanita 

tersebut tidak berdaya untuk meninggalkan rumah bordil, 

misalnya melalui penahanan, kerja paksa, atau ancaman fisik. 

Pelacuran paksa dan perdagangan manusia untuk eksploitasi 

seksual memiliki beberapa karakteristik tetapi biasanya tidak 

sama. 
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g) Perbudakan seksual terjadi ketika pelaku percaya bahwa dia 

adalah "pemilik" tubuh korban dan karena itu bebas melakukan 

apapun yang dia inginkan, termasuk perkosaan atau tindakan 

kekerasan seksual lainnya untuk memuaskan hasratnya akan seks. 

Perbudakan ini melibatkan hubungan seks dengan penculiknya 

serta kerja paksa di rumah atau konteks lainnya. 

h) Perkawinan paksa, termasuk perceraian gantung, adalah salah 

satu jenis kekerasan seksual karena mengharuskan perempuan 

untuk melakukan aktivitas seksual secara paksa meskipun dia 

menginginkannya, yang merupakan komponen penting dalam 

perkawinan. 

i) Kehamilan paksa, yang mengacu pada kejadian di mana seorang 

perempuan dipaksa atau diancam dengan kekerasan untuk 

melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkannya. Perempuan 

korban perkosaan, misalnya, terpaksa melanjutkan kehamilan 

karena kondisi ini. Selain itu, ketika seorang suami melarang 

istrinya menggunakan KB untuk mencegah wanita tersebut 

menjarangkan kehamilannya. Kehamilan paksa berbeda dari 

kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan 

di bawah Statuta Roma di mana hal itu terjadi ketika seorang 

wanita secara melawan hukum dicegah untuk hamil dengan paksa 

dengan maksud untuk mengubah susunan ras suatu populasi atau 
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melakukan kejahatan lain yang bertentangan dengan hukum 

internasional. . 

j) Pengguguran paksa, atau pengguguran kandungan yang dilakukan 

karena tekanan, ancaman, atau paksaan dari luar 

k) Kontrasepsi dan sterilisasi paksa, yaitu implantasi alat kontrasepsi 

dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa mendapat persetujuan 

penuh dari perempuan karena kurang pengetahuan atau dianggap 

tidak mampu memberikan persetujuan menurut undang-undang. 

l) Seksual, yaitu perbuatan tertentu terhadap seksualitas dan organ 

tubuh perempuan yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan 

rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun 

rohani. Hal ini dilakukan untuk menghukumnya atas perbuatan 

yang mungkin dilakukannya sendiri atau dengan bantuan pihak 

ketiga, untuk mendapatkan pengakuan atau pernyataan darinya 

atau dari pihak ketiga, atau keduanya. Atas dasar diskriminasi 

dengan alasan apapun, penyiksaan seksual juga dapat digunakan 

untuk mengancam atau mengintimidasi dirinya atau orang lain. 

Jika penderitaan disebabkan oleh provokasi, persetujuan, atau 

sepengetahuan pemerintah atau aparat penegak hukum, formulir 

ini harus diserahkan. 

m) Hukuman yang tidak manusiawi dan seksual adalah segala bentuk 

disiplin yang mengakibatkan penderitaan, rasa sakit, ketakutan, 

atau penghinaan yang ekstrim, yang pasti termasuk penyiksaan. 
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Ini melibatkan hukuman cambuk sebagai hukuman dan tindakan 

lain yang digunakan untuk merendahkan atau mempermalukan 

seseorang yang diduga bertindak tidak sopan. 

n) Adat istiadat budaya yang bernuansa seksual yang menempatkan 

perempuan dalam bahaya atau memperlakukan mereka secara 

tidak adil, seperti adat istiadat yang menjadi bagian dari suatu 

komunitas dan dapat merugikan perempuan secara fisik, 

emosional, atau seksual. Perilaku ini juga dapat digunakan dengan 

cara yang merendahkan perempuan untuk menekan seksualitas 

mereka. Salah satu ilustrasinya adalah sunat perempuan. 

o) Kontrol seksual, termasuk menggunakan hukum yang 

diskriminatif secara moral dan agama, seperti menggunakan 

kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa atau 

mengintimidasi perempuan agar menginternalisasi simbol-simbol 

tertentu yang tidak mereka setujui. 

 
D. Tinjauan Umum Tentang Definisi Anak 

1. Pengertian Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan  

Berbagai definisi tentang anak yang diberikan oleh Undang-

Undang memiliki perbedaan sesuai dengan Undang-Undang tersebut, 

berbagai definisi ialah sebagai berikut:  

a. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 

tahun 2012: Undang Undang SPPA mendefinisikan anak di bawah 

umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belu berumur 
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18 tahun.  

b. Menurut Undang Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 

(Pasal 1 angka 1) Undang-Undang no. 35 tahun 2014 19 

c. Menurut KUH Perdata  

Pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak adalah orang 

yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum 

atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang- 

undangan perdata.20 

d. Menurut Konvensi Hak Anak  

Definisi anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 

tahun.21 

2. Pengertian Anak Menurut Para Ahli  

a. Menurut John Locke 

Anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap 

rangsangan rangsangan yang berasal dari lingkungan.  

b. Menurut Agustinus 

Anak-anak lebih mudah belajar dari contoh-contoh yang mereka 

peroleh dari peraturan yang memaksa karena mereka tidak sama 

dengan orang dewasa dan memiliki kecenderungan untuk 

melanggar hukum dan ketertiban karena pengetahuan dan 

kesadaran mereka yang terbatas tentang realitas kehidupan.22 

                                                           
19 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
20 Pasal 330 KUH-Perdata 
21 Farid, Konvensi Hak Anak;2001, Hal 78 
22 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
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Pembagian anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak:  

2) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak 

pidana, dan anak yang menjadisaksi tindak pidana. (Pasal 1 angka 2 

UU SPPA).  

3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 

anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 

tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).  

4) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selajutnya disebut 

anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang mengalami penderitaan fisik, metal, dan/atau kerugian 

ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU 

SPPA).  

5) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut 

anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).23 

  

                                                           
23 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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BAB III 

METODE PENELTIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian hukum empiris yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian yang didukung oleh data lapangan yang digunakan 

sebagai sumber data utama. Contoh data lapangan tersebut antara lain 

hasil wawancara dan observasi, yang juga didukung oleh penelitian 

normatif sebagai data awal. data utama kemudian ditampilkan setelah itu. 

Jenis penelitian ini mengkaji hukum-hukum yang diamati secara langsung 

dan menjadi pola perilaku masyarakat dalam kehidupan individu-individu 

dalam berinteraksi dan berhubungan satu sama lain dalam masyarakat.24  

B. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan Perundang-Undangan  

Maksudnya yaitu menggunakan pendekatan dengan cara 

mencermati atau mengambil inti ataupun kesimpulan dari peraturan 

perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan kasus yang 

sedang di teliti oleh penulis.  

2. Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach) 

 Teknik sosiologis digunakan secara bersamaan dari sudut pandang 

                                                           
24Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, Jakarta PT Raja Grafindo 

Persada, 2003, Hlm. 43. 
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penegakan hukum dan situasi nyata di lapangan yang berkaitan dengan 

kasus yang diteliti. 

3. Pendekatan Kasus (Case Study) 

         Pendekatan kasus digunakan dengan meneliti kasus-kasus yang 

relevan yang telah menghasilkan putusan pengadilan yang memiliki 

preseden hukum yang mengikat dan relevan dengan keadaan saat ini. 

C.  Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data: 

a. Data primer merupakan data yang belum di olah yang didapatkan 

secara langsung dari suatu hasil yang dikumpulkan di lapangan. 

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara.25 

b. Data Sekunder merupakan suatu data yang penulis dapatkan 

yang di peroleh penulis melalui cara membaca literatur-literatur 

serta buku buku dan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam 

suatu penelitian yang penulis lakukan.26 

2. Sumber Data 

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan merupakan sesuatu yang tidak dapat 

dipisahkan dari sebuah penelitian. Yang mana studi ini akan 

membantu penulis memberikan suatu informasi yang 

                                                           
25 Sumardi Suryabrata, “Metodologi Penelitian Hukum”, Jakarta: PT raja Grafindo, 

1983, hlm. 85. 

26 Ibid, hlm. 54 
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dibutuhkan sebagai penunjang yang memberikan informasi yang 

relevan dalam penelitian yang di butuhkan dalam penulisan 

skripsi ini. 

b. Data Lapangan 

Dalam studi lapangan ini, responden diwawancarai secara 

pribadi, dan wawancara dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang direncanakan dan disiapkan untuk 

memperoleh jawaban yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Observasi 

 Dengan menggunakan pengamatan metodis dan pengumpulan data 

tentang fenomena yang diselidiki, metodologi ini mengumpulkan data. 

2. Wawancara 

 Untuk mencapai tujuan tertentu, wawancara adalah teknik yang 

digunakan untuk mengumpulkan informasi secara lisan dan tertulis. 

Pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai adalah dua orang 

yang harus ikut serta dalam sebuah wawancara (the interviewee). 

Wawancara ini menggunakan sistem terbuka untuk mendapatkan 

informasi dari ahli materi pelajaran, dan responden diberikan kebebasan 

untuk menjawab pertanyaan dengan kata-kata mereka sendiri dan untuk 

berbagi pemikiran yang mereka anggap relevan. 
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3. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi melalui 

korespondensi, arsip, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan 

masalah dan tujuan kajian. 

E. Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data kuantitatif, dimana data yang terkumpul nantinya akan 

dikelola, dideskripsikan, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara 

berurutan untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu jawaban sesuai 

dengan masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan secara 

deduktif, dimana setiap data yang diperoleh dari lapangan sebagai suatu 

hal khusus yang kemudian dikaitkan dengan pendapat ahli, teori, dan 

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam penelitian ini .27  

 

  

                                                           
27 H.B Sutopo, “Metode Penelitian Hukum Kualitatif bagian II”, Surakarta: UNS Press, 

1998, Hlm.37 


